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FADEL (B111 08 759), Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita Oleh 
Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di 
Indonesia, di bawah bimbingan Muhammad Guntur Hamzah selaku 
pembimbing I dan Muhammad Djafar Saidi selaku pembimbing II. 
Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama menjelaskan kondisi 
penyimpangan asas non ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, 
kedua menjelaskan konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah 
Konstitusi dalam melakukan ultra petita dibandingkan dengan asas non ultra 
petita menurut ketentuan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011. 
Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, dengan lokasi penelitian pada 
kantor Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan dengan mengumpulkan data-data 
dari berbagai literatur dan situs internet. Adapun penelitian yang digunakan adalah 
penelitian pustaka (library research), hasil analisis data disajikan secara 
deskriptif, yakni memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan peramasalahan 
yang relevan dengan penelitian ini secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data 
sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. 
Hasil penellitian menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi 
konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang 
bersifat ultra petita: 
Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah 
undang-undang yang dimohonkan untuk di judicial review sudah tidak sesuai dari  
UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan 
ikut tidak berlaku; Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga 
konstitusi (guardian of constitution), sehingga jika perlu dalam putusannya 
mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi 
terwujudnya keadilan substantif; Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat 
publik yang berlaku untuk semua orang; Petitum yang termuat dalam setiap 
permohonan yang mengatakan agar “hakim memutuskan perkara ini dengan 
seadil-adilnya”, menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra 
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A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional, yaitu 
negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan konstitusi. Hal ini tercermin 
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
1
Indonesia sebagai negara yang 
menempatkan konstitusisebagai hukum tertinggi, menimbulkan konsekuensi 
bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-
ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 
Guna menjamin tegaknya dan dilaksanakannya konstitusi, maka Indonesia 
membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berfungsi 
mengawal konstitusi (the guardian of constitution). Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dalam mengawal konstitusi diatur dalam konstitusi itu sendiri, yakni 
ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Adapun salah satu 
kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 
NRI 1945. Bilamana Mahkamah Konstitusi menganggap ketentuan suatu undang-
undang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan 
                                                          
1
 Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan  bahwa, “kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lihat juga Pasal 1 
ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, “negara Indonesia adalah negara 
hukum”. 
2 




Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI 1945 turut mencakup kewenangan dalam memberikan 
penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang agar bersesesuaian dengan 
nilai-nilai konstitusi. Hasil tafsir Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum 
yang dimaksudkan agar ketentuan suatu undang-undang bermakna ambigu, tidak 
jelas, dan/atau multitafsir. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan 
tafsiran konstitusional atas ketentuan undang-undang turut menjadikan Mahkamah 
Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir konstitusi (the sole interpreter 
of the constitution). 
Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi harus senantiasa 
ditujukan untuk menjamin agar ketentuan konstitusi dilaksanakan dalam praktik 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kenyataannya, 
pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi 
menimbulkan polemik manakala Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita 
dalam beberapa putusannya. Adapun ultra petita yang dimaksud di sini, 
merupakan pelanggaran dalam hukum acara perdata (privat), yaitu keadaan 




                                                          
2
 Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. 
3
 Miftakhul Huda, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi 
Volume 4 Nomor 3, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, September 2007), hlm 136. 
3 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita dinilai melanggar 
asas non ultra petita yang dikenal dalam hukum acara perdata. Namun, sebagian 
pihak menilai bahwa asas non ultra petita dalam hukum privat yang menyangkut 
hubungan orang-perorangan, tidak dapat diterapkan dalam perkara pengujian 
undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi yang termasuk dalam ranah hukum 
publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa, larangan ultra 
petita hanya ada dalam peradilan perdata.
4
 Ultra petita dalam hukum publik 
dinilai sah untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan umum, terlebih 
dalam kasus pengujian undang-undang sebab ketentuan undang-undang memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat umum. 
Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita 
didasari pada alasan bahwa, jika inti atau jantung dari sebuah undang-undang 
sudah dibatalkan, maka lebih baik jika secara menyeluruh undang-undang tersebut 
dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5
 Di samping 
itu, pertimbangan Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita didasari pula pada 
pertimbangan keadilan. Menurut Bagir Manan, ultra petita dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan sepanjang pemohon mencantumkan 
permohonan ex aequo et bono (memutus demi keadilan) dalam permohonan  
pengujian undang-undang tersebut.
6
 Asas keadilan menghendaki pengadilan lepas 
                                                          
4
Mahfud Md, Mendudukkan Soal Ultra Petita, diakses dari 
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm 
5




 Mahfud Md, Op.cit. 
4 
dari belenggu formalitas agar leluasa dalam membuat putusan yang adil  
tanpa harus terikat pada ketentuan atau isi permohonan resmi.
7
 
Konsep keadilan itu sendiri terbagi atas dua jenis,yakni keadilan substantif 
dan keadilan prosedural. Sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya 
menginginkanHakim Konstitusi agar berpihak pada perwujudan keadilan 
substantif daripada keadilan prosedural semata. Keadilan prosedural diyakini 
hanya mengacu pada bunyi undang-undang semata, sehingga sepanjang bunyi 
undang-undang terwujud maka tercapailah keadilan secara formal namun belum 
tentu dicapainya perasaan adil secara moral. 
Ironisnya, penyimpangan asas non ultra petita oleh Mahkamah Konstitusi 
demi mewujudkan keadilan substantif ternyata dianggap sebagai bentuk arogansi 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai lembaga legislatif yang 
membentuk undang-undang, DPR menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah 
sewenang-wenang dalam membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. 
Oleh karenanya, DPR kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. Dimana ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011, melarang Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita.
8
 
Ketentuan ini dinilai sebagai upaya untuk membatasi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi dan penafsir konstitusi. 




 Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa, “Putusan 
Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh 
pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang 
terkait dengan pokok Permohonan.”. 
5 
Sehingga, pemohon yang merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan tersebut 
kemudianmengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tersebut. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi 
kemudian memutus bahwa Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.
9
Berdasarkan putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tetap 




Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji 
permasalahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan ultra petita, 
sebab penyimpangan terhadap asas non ultra petita ini merupakan praktek yang 
baru dalam sistem peradilan di Indonesia.Adapun alasan Mahkamah Konstitusi 
melakukan ultra petita demi terwujudnya keadilan substantif merupakan hal yang 
patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep keadilan 
substantif dalam mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak 




                                                          
9
 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi. 
10




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa 
permasalahan  sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah konstruksi pemikiran penerapan prinsip ultra petita yang 
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? 
2. Bagaimanakah konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah 
Konstitusi dalam melakukan ultra petita menurut ketentuan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah untuk: 
1. Menjelaskan kondisi penyimpangan asas non ultra petita yang dilakukan 
oleh Mahkamah Konstitusi; 
2. Menjelaskan konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah 
Konstitusi dalam melakukan ultra petita dibandingkan dengan asas non 
ultra petita menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. 
Manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian ini adalah:  
1. Menjadi referensi dalam mengetahui kondisi Mahkamah Konstitusi dalam 
melakukan ultra petitasebagai praktek yang baru dalam sistem peradilan di 
Indonesia; 
2. Membantu upaya sosialisasi mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi 





A. Mahkamah Konstitusi 
1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Dunia 
Upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, 
mengharuskan ketentuan-ketentuan dasar konstitusional dilaksanakan melalui 
peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat 
oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Salah satu 
upaya tersebut adalah membentuk peradilan konstitusi seperti yang dikemukakan  
oleh Hans Kelsen. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan 
khusus yang disebut mahkamah konstitusi (constitutional court), atau kontrol 
terhadap konstitusionalitas undang-undang (judicial review) diberikan kepada 
pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung seperti di Amerika Serikat.
11
 
George Jellinek pada akhir abad ke-19 mengembangkan gagasan agar 
kewenangan judicial review tersebut diterapkan di Austria, seperti yang telah 
diterapkan oleh John Marshal di Amerika. Pada tahun 1867, Mahkamah Agung 
Austria mendapatkan kewenangan menangani sengketa yuridis terkait dengan 
perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Kemudian, 
pemikiran Kelsen yang telah diungkapkan sebelumnya, mendorong dibentuknya 
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 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, 
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suatu lembaga baru di Austria yang diberi nama “Verfassungsgerichtshoft” atau 
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang berdiri sendiri di luar 
Mahkamah Agung Austria, sehingga model ini sering disebut sebagai “The 
Kelsenian Model”. Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota 
lembaga pembaharu Konstitusi Austria pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam 
Konstitusi Austria Tahun 1920. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. 
Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi dan prinsip 
supremasi parlemen. Mahkamah konstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap 
norma abstrak dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma konkrit.
12
 
Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia 
ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak 
mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya 
biasanya dicakup dalam fungsi Mahkamah Agung (Supreme Court) yang ada di 
setiap negara. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi 
Mahkamah Konstitusi seperti judicial review dalam rangka menguji 





2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI 
Pemikiran mengenai pentingnya suatu pengadilan konstitusi telah muncul 
dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada saat 
pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-Usaha 




 Ibid, hlm. 108-109 
9 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Prof. Muhammad Yamin 
mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan 
untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo 
berdasarkan alasan, bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak 
menganut paham trias politika. Kemudian, pada saat pembahasan perubahan UUD 
1945 di era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi 
muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah 
menyebabkan beralihnya supremasi MPR ke supremasi konstitusi.
14
 
Oleh karena adanya perubahan yang mendasar inilah, maka perlu 
disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta lembaga 
negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini 
sederajat serta saling mengendalikan (checks and balances). Seiring itu muncul 
pula desakan agar pengujian peraturan perundang-undangan ditingkatkan tidak 
hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang melainkan juga atas UU 
terhadap UUD. Dimana kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD itu harus 
diberikan kepada lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung. Atas dasar 
pemikiran itulah, keberadaan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di 
samping Mahkamah Agung menjadi sebuah keniscayaan.
15 
 Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi 
mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang 
diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, 
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cermat, dan demokratis, akhirnya ide Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan 
dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi 
bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 
2001. Kelahiran Mahkamah Konstitusi pada pasca-amandemen UUD 1945 
membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh 
adanya suatu lembaga tersendiri yang khusus menjaga martabat UUD 1945 
sebagai norma tertinggi di Indonesia sehingga setiap tindakan yang berkaitan 
dengan konstitusi ditanggapi secara khusus pula di Mahkamah Konstitusi. 
Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan 
Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria pada 1920, Italia pada 




3. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah KonstitusiRI 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4(empat) 
wewenang yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, berikut ini: 
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945; 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewengannya 
diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; 
3. Memutus pembubaran partai politik,dan  
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
 




Di samping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki 1 (satu) kewajiban wajib 
yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut 
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: 
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: 
a. Pengkhianatan terhadap negara; 
b. Korupsi; 
c. Penyuapan; 
d. Tindak pidana berat lainnya; 
2. Perbuatan tercela; dan/atau 
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. 
Secara konstitusional, empat kewenangan dan satu kewajiban di atas 
merupakan manifestasi konkrit fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal 
konstitusi (the guardian of the constitution).
17
Terkait dengan hal itu, setiap upaya 
mengawal konstitusi menjadi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.Sehingga, 
Mahkamah Konstitusi disepakati menjadi penjaga konstitusi (the guardian of 
constitution) agar ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tidak sekedar menjadi 
huruf dan kalimat mati, melainkan terjelma dan dipraktikkan dalam kehidupan 
bernegara.Caranya adalah dengan memberikan interpretasi atas ketentuan 
konstitusi itu, yang hasil interpretasinya mengikat secara hukum, sehingga 
Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole 
judicial interpreter of the constitution). 
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Tidak hanya itu, karena konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur 
penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsinya 
adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga 
menjadi hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi juga 
memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), 
pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's 





B. Judicial Review 
1. Latar Belakang LahirnyaJudicial Review  di Dunia 
Judicial review
19
 adalah pengujian peraturan perundang-undangan tertentu 
oleh hakim (yudikatif).Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji 
(toetsingsrecht) dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu 
ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Artinya, 
judicial review bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang 
tersusun hierarkis. Kewenangan judicial review dapat dimiliki oleh hakim di 








 Menurut Mahfud Md, istilah ini kerap digunakan secara rancu dengan konsep 
constitutional review yang merupakan pengujian suatu ketentuan perundang-undangan 
terhadap konstitusi. Parameter pengujian dalam hal ini adalah konstitusi sebagai 
hukum tertinggi. Hal ini berbeda dengan judicial review yang dari lingkup materinya 
lebih luas karena menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, jadi tidak terbatas pada konstitusi sebagai 
parameter pengujian. Namun dari sisi lembaga yang dapat melakukan pengujian dapat 




Sejarah judicial review menurut beberapa ahli Hukum Tata Negara, 
dimulai sebelum abad 19.Yakni diawali oleh putusan Mahkamah Agung Amerika 
Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison tahun 1803.
21
 Dalam kasus tersebut, 
Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciaty Act 
1789 sebab dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu, 
tidak ada ketentuan baik di dalam konstitusi maupun undang-undang yang 
memberikan wewenang judicial review kepada Mahkamah Agung. Namun, John 
Marshal sebagai ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat telah bersumpah untuk 
menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi.Dalam sumpah tersebut, Mahkamah 
Agung memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari 
aturan yang melanggar konstitusi. Oleh karena menurut supremasi konstitusi, 
hukum yang bertentangan dengan konstitusi secara tegas dinyatakan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat. 
Dalam perkembangan ilmu hukum di Amerika Serikat, Beard menyatakan 
bahwa judicial review merupakan bagian dari check and balances yang telah 
ditetapkan dalam Constitutioon Convention. Sistem check and balances 
merupakan elemen esensial  konstitusi dan dibangun di atas doktrin bahwa cabang 
pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait masalah pelaksanaan 
undang-undang menyangkut hak kepemilikan.
22
 
Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jellinek 
mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap Mahkamah Agung 
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Austria ditambahkan kewenangan melalui judicial review seperti dipraktikkan 
oleh John Marshal. Pada saat itu Mahkamah Agung Austria sudah memiliki 
wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait 
dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah 
memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga 
negara atas tindakan negara (constitutional complaint). 
Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, 
keberadaan Mahkamah Konstitusi pada awalnya adalah hanya untuk menjalankan 
wewenang judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri dapat 
dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari 
aspek politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai upaya agar 
prinsip check and balance dapat terwujud antar cabang kekuasaan lembaga negara 
lain berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang 
biasanya oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yaitu menguji 
konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa 
kewenangan konstitusional lembaga negara. Oleh karena itu diperlukan 
pembatasan  yag rasional bukan suatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi 
justru menjadi salah satu esensi demokrasi. Mekanisme judicial review yang 
dilakukan banyak negara dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan untuk 
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2. Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi RI 
Salah satu alasan kuat yang mendasari dibentuknya Mahkamah Konstitusi 
ialah adanya kenyataan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang 
dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik meskipun dibentuk melalui prosedur-
prosedur demokratis, berpotensi menyimpan muatan kepentingan tertentu yang 
tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi. Alasannya, sebagai produk dari 
lembaga politik dapat dipastikan bahwa rumusan-rumusan normatif di dalamnya 
merupakan manifestasi dari kepentingan-kepentingan politik. Hal demikian wajar, 
namun menjadi bermasalah ketika kepentingan-kepentingan dalam peraturan 
perundang-undangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi.
24
 
Judicial review pada dasarnya merupakan kewenangan mula-mula dan 
paling utama Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menguji undang-undang 
merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, betapapun variatifnya 
kewenangan Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Melalui 
kewenangan ini, jika ada undang-undang yang terbukti melanggar konstitusi maka 
harus dinyatakan bertentangan dengan terhadap UUD 1945. Di sinilah tugas 
Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar konstitusi sebagai the supreme law of 









                                                          
24
 Mahfud Md, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga 
Negara, Op.cit. 
25
  Ibid. 
16 
C. Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi RI 
Sebagaimana peradilan pada umumnya, di dalam peradilan Mahkamah 
Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan 
maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. 
Adapun asas-asas peradilan Mahkamah Konstitusi tersebut dikemukakan oleh 
Maruarar Siahaan, sebagai berikut:
26
 
1. Persidangan Terbuka Untuk Umum: 
Asas ini tercermin dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, pengadilan 
terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini juga 
berlaku bagi persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003, bahwa persidangan terbuka umum kecuali Rapat 
Permusyawaratan Hakim. Persidangan yang terbuka merupakan sarana 
pengawasan secara langsung oleh rakyat. Sehingga, rakyat dapat menilai 
kinerja para hakim dalam memutus perkara konstitusional. 
2. Independen dan Imparsial: 
Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang 
bersifat mandiri dan merdeka. Sifat mandiri dan merdeka berkaitan dengan 
sikap imparsial (tidak memihak) yang harus dimiliki hakim bertujuan agar 
menciptakan peradilan yang netral dan bebas dari campur tangan pihak 
manapun. Sekaligus sebagai upaya pengawasan terhadap cabang 
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kekuasaan lain. Selain itu hakim Mahkamah Konstitusi juga juga 
menjujung tinggi konstitusi sebagai bagian dalam sengketa pengujian 
undang-undang. Apabila hakim tidak dapat menempatkan dirinya secara 
seimbang merupakan penodaan terhadap konstitusi. 
 
Penerapan dari prinsip Independensi tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya  secara independen atas 
dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh luar berupa 
bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik 
langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan 
apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum 
b. Hakim harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media 
massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya. 
c. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga 
eksekutif,  legislative dan lembaga-lembaga negara lainnya. 
d. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari 
pengaruh rekan sejawat dalam mengambil keputusan. 
e. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan 
independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara 
perorangan atau kelembagaan. 
f. Hakim harus menjaga dan menunjukan citra independen serta 
memajukan standar perilaku tinggi guna memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap peradilan. 
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Sementara, pelaksanaan prinsip imparsial terbut adalah sebagai berikut: 
1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka 
melenceng, dan tidak condong pada salah satu pihak. 
2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara 
terhadapap ketakberpihakan hakim dan peradilan. 
3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasikan hal-hal yang dapat 
mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat memeriksa perkara dan 
mengambil keputusan atas suatu perkara. 
4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, 
sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh hakim yang 
bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya 
dimaksudkan untu memperjelas putusan. 
5. Hakim yang tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari 
pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut nyata-nyata 
mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak dan/atau hakim 
tersebut memiliki anggota keluarga yang mempunyai kepentingan 
langsung terhadap putusan. 
 
3. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah: 
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, 
cepat, dan biaya ringan. Dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi 
19 
membuat terobosan besar dengan menyediakan sarana siding jarak jauh 
melalui fasilitas video conference. Hal ini merupakan bagian dari upaya 
Mahkamah Konstitusi mewujudkan persidangan yang efisien. 
 
4. Putusan  Bersifat  Erga Omnes: 
Berbeda dengan peradilan Mahkamah Agung yang bersifat Inter partes 
artinya hanya mengikat pihak bersengketa dan lingkupnya merupakan 
peradilan umum. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi 
merupakan peradilan pada ranah publik.Sifat peradilan pada Mahkamah 
Konstitusi adalah Erga Omnes yang mempunyai kekuatan mengikat. 
Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja, tidak hanya 
bagi para pihak yang bersengketa. 
 
5. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (Audi et Aleram Partem): 
Dalam berperkara semua pihak baik pemohon atau termohon beserta 
penasihat hukum yang ditunjuk berhak menyatakan pendapatnya di muka 
persidangan. Setiap pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam hal 
mengajukan pembuktian guna menguatkan dalil masing-masing. 
 
6. Hakim Bersifat Aktif dan Pasif Dalam Persidangan: 
Karasteristik peradilan konstitusi adalah kental dengan kepentingan umum 
ketimbang kepentingan perorangan. Sehingga proses persidangan tidak 
dapat digantungkan terus pada inisiatif para pihak. Mekanisme 
constitutional control harus digerakkan pemohon dengan satu permohonan 
20 
dan dalam hal demikian hakim bersifat pasif dan tidak boleh aktif 
melakukan inisiatif untuk melakukan pengujian tanpa permohonan. 
 
7. Ius Curia Novit: 
Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan 
pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dasar hukumnya atau 
kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Dengan 
demikian pengadilan dianggap mengetahui hukum. Asas ini menafsirkan 
secara luas sehingga mengarahkan hakim pada proses penemuan hukum 
(recht vinding) untuk menemukan keadilan. 
 
8. Asas Praduga Keabsahan (Praesumtio Iustae Causa): 
Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sesuai 
aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berladasakan asas ini semua 
tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan kongkret 
harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti 
sesuai asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur 
yang telah ditempuh. 
 Perwujudan dari asas ini dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sejak 
selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk 
umum. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka tindakan 
penguasa (produk hukum dan/atau tindakan konkret) yang dimohonkan 
tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. 
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 Hal ini ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang Mahkamah 
Konstitusi memutus pengujian undang-undang, sengketa kewenangan 
konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu. 
Suatu ketentuan undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah 
Konstitusi tetap berlaku dan dianggap tidak bertentangan dengan UUD 
1945 sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 
ketentuan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 
dan masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
 
D. Ultra Petita 
1. Pengertian Ultra Petita 
Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai 
penjatuhan putusan  atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih 
daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) 
HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.
27
 Sedangkan, ultra Petita menurut 
I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.
28
 
2. Larangan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara 
Asas non ultra petita merupakan larangan yang lazim disebut sebagai ultra 
petitum partium.Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang 
menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan 
melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, 
hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, 
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dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui 
wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut 
harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik 
(good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).
29
 
Namun, menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan 
Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi 
putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat 
satu sama lainnya. Dalam hal ini asas non ultra petita tidak berlaku secara mutlak 
sebab hakim dalam menjalankan tugasnya  harus bertindak secara aktif dan selalu 




   
E.  Putusan Mahkamah Konstitusi 
1. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi 
Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa jenis, yaitu: 
a. Ditolak: 
 Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan  
permohonan ditolak, yaitu “Dalam hal undang-undang dimaksdud tidak 
bertentangan dengan  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau 
keseluruhan  amar putusan menyatakan ditolak”.  
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  Salah satu contoh putusan yang amar putusannya adalah menolak 
permohonan para pemohon karena permohonan pemohon tidak cukup 
beralasan adalah dalam Perkara Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
terhadap UUD 1945.  
b. Tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard): 
 Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi  mengatur tentang amar putusan yang menyatakan 
permohonan tidak dapat diterima yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi 
berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar 
putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.  
  Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa tidak memenuhi syarat (Niet Ontvantkelijk Verklaard) adalah 
putusan Perkara Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945, 
dimana pemohonnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan KPI 
sebagai Pemohon tidak dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya 
dengan berlakunya undang-undang penyiaran. 
 
c. Dikabulkan: 
 Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan 
permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi 
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berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan 
permohonan dikabulkan. 
  Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat 
bahwa permohonan dikabulkan adalah Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 
perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum terhadapat UUD 1945, tanggal 18 Maret 
2010, dimana pemohonnya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 
 
Dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya dalam 
praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu: 
a. Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional): 
Munculnya gagasan tentang Putusan Konstitusional Bersyarat saat 
permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi diatur 3(tiga) jenis amar putusan, yaitu 
permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan 
permohonan ditolak. Jika hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan 
tersebut akan sulit untuk menguji undang-undang di mana sebuah undang-
undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, 
padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah 
dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. 
Yang menjadi masalah adalah ketika dipersoalkan bahwa belum ada 
peratuturan pelaksanaan yang menjadi turunan dibawahnya. Katakanlah 
Peraturan Pemerintah yang belum ada, oleh karena itu Mahkamah 
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Konstitusi tidak mungkin dalam pengambilan putusan menunggu keluar 
terlebih dahulu Peraturan Pemerintah yang belum ada. Jika menunggu 
Peraturan Pemerintahnya (PP) maka yang diuji bukan undang-undangnya 
melainkan Peraturan Pemerintahnya. 
Contoh putusan konstitusional bersyarat antara lain pada Putusan 
NOmor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945. 
 
b. Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional): 
Selain putusan konstitusional bersyarat (Conditionally Constitutional), 
dalam perkembangan putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi 
yang merupakan putusan tidak konstitusional bersyarat. Pada dasarnya, 
sebagaimana argumentasi dan diputuskannya putusan konstitusional 
bersyarat, putusan tidak konstitusional bersyarat juga disebabkan karena 
jika hanya berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, 
yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan 
permohonan ditolak, maka akan sangat sulit untuk menguji undang-
undang di mana sebuah undang-undang seringkali dirumuskan bersifat 
umum, padahal dalam rumusannya yang sangat umum itu belum diketahui 
apakah dalam pelaksanaannya akan bertantangan dengan UUD 1945 atau 
tidak. Contoh putusan tidak konstitusional bersyarat adalah pada Putusan 
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Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang  Advokad terhadap UUD 1945. 
 
c. Penundaan Keberlakuan Putusan: 
Putusan ini dikeluarkan Mahkamah Konstitusi untuk jangka waktu 
tertentu guna terpenuhi suatu syarat di mana kekuatan mengikat putusan 
ini akan berlaku. Bentuk lain dari putusan ini adalah dengan menyatakan 
tidak mengikatnya salah satu pasal dalam undang-undang yang diujikan 
sebelum ada syarat yang harus terpenuhi sebagai contoh Putusan 
Mahkamah  Konstitusi yang merupakan penundaan keberlakuan putusan 
adalah dalam Putusan Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindank Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 terutama Pasal 53 Undang-
Undang KPK yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dalam 
pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa “Apabila 
dalam jangka waktu tiga tahun tidak dipenuhi oleh pembuat undang-
undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi 
hukum (van rechtwege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi”. 
Hal ini dimaksudkan agar baik itu DPR dan Pemerintahan baru hasil 
Pemilu 2009, melakukan perbaikan dalam undang-undang guna 
memperkuat basis konstitusionalnya dalam upaya pemberantasan korupsi. 
Pembatasan akibat hukum berupa penangguhan tidak mengikatnya 
Pasal 53 Undang-Undang KPK yang telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan member waktu yang cukup 
bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai 
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dengan UUD 1945 dan sekaligus dimaksudkna agar pembentuk undang-
undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang 
diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan korupsi. 
Mahkamah Konstitusi merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul 
dari pernyataan inkonstitusional sesuai undang-undang guna kepentingan 
umum yang lebih besar. 
 
d. Perumusan Norma dalam Putusan: 
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah atau penghapusan 
bagian tertentu dari isi dari suatu undang-undang maka norma dari 
undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Contohnya dalam 
Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
terhadap UUD 1945. 
 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Ultra Petita 
Secara umum, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang 
bersifat ultra petita, yakni memutus melebihi atau diluar yang dimohonkan, 
sebagai berikut:  
a. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; 
b. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Korupsi; 
c. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2004  tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 
d. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 
e. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
f. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang No.30 










A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi untuk mengumpulkan data 
yang diperlukan terkait dengan penelitian, yakni: Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, koran dan majalah, 
situs internet, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
permasalahan yang dibahas.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
studi dokumen atau studi kepustakaan (library research), yakni metode untuk 
mengumpulkan data-data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni 
dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan 
masalah yang telah ditentukan. Dimana metode ini digunakan untuk menguraikan 
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(1) kondisi penyimpangan asas non ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi; dan  (2) konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah 
Konstitusi dalam melakukan ultra petita dibandingkan dengan asas non ultra 
petita menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dari analisis 
yang dilakukan kemudian akan dibuat kesimpulan dan rekomendasi. 
 
E. Teknik Penulisan 
Hasil analisis data disajikan secara deskriptif, yakni memaparkan, 
menguraikan, dan menjelaskan peramasalahan yang relevan dengan penelitian ini 


















A. Konstruksi Pemikiran Penerapan Prinsip Ultra Petita oleh 
Mahkamah Konstitusi. 
 Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan 
negara berdasar prinsip demokrasi dan salah satu fungsinya adalah melindungi 
hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak 
konstitusional warga negara, maka selain memiliki fungsi sebagai pengawal 
konstitusi (the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi juga memiliki 
fungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak 
konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights) serta 
pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights). Oleh karena hal 
tersebut di atas maka inilah yang menjadi kontruksi pemikiran Hakim-hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya termuat putusan melebihi dari apa 
yang telah dimohonkan oleh pemohon. Apabila putusan mengandung ultra petita, 
maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim 
dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public 
interest). Kepentingan publik terkait pasti dengan hukum publik, berbeda dengan 
prinsio non ultra petita hanya terdapat dalam hukum privat saja, karena hanya 
bersifat antar individu, sedangkan putusan yang memuat kepentingan publik itu 
bersifat Erga Omnes. Adapun hal lain yang menjadi landasan pemikiran 
Mahkamah Konstitusi yaitu misalnya dalam sebuah perkara pengujian sebuah 
undang-undang baik secara menyeluruh maupun terkait hanya dengan pasal-pasal 
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tertentu lantas roh dari undang-undang atau pasal tertentu itu telah menyimpang 
dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam 
menguji sebuah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap 
bertentangan dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 
maka  Mahkamah Konstitusi dapat secara tegas menyatakan bahwa undang-
undang yang diuji telah ditiadakan, karena percuma sebuah undang-undang ada 
tanpa adanya kemampuan untuk mengikat subjek hukum apalagi terhadap 
pemberian sanksi bagi sebuah pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 45A: “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak 
boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi 
permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok 
permohonan”, bahwa sejak Selasa tanggal 18 Oktober 2011, pasal ini tidak lagi 





B. Teori-teori keadilan dan kaitannya terhadap ultra petita dalam 
putusan Mahkamah Konstitusi. 
Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang 
adil, sementara adil sendiri memiliki pengertian tidak berat sebelah atau 
memberikan sesuatu sesuai dengan bagiannya. Keadilan menurut filsafat adalah 
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tidak merugikan seseorang atau salah satu pihak dalam suatu perkara dan 
memberikan perlakuan apa yang menjadi hak-haknya. 
Pada praktiknya  pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-
sengketa hukum ternyata  masih dalam perdebatan. Banyak pihak yang 
menyatakan bahwa  lembaga peradilan kurang adil karena syarat dengan prosedur 
formalistisnya, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu 
sengketa. Permasalahan yang muncul bagian pendahuluan tidak dapat terlepas 
dari perbandingan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. 
1. Keadilan Substantif 
Keadilan substantif dalam Black’s Law Dictionary 7th Edition dimaknai 
bahwa “keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan substantif, dengan tidak 
melihat kesalahan-kesalahan dalam proses prosedural yang tidak terpengaruh 
pada hak-hak substantif penggugat”. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-
prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar 
keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan 
jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan 
substantif berarti hakim bisa mengabaikan bunyi undang-undang jika undang-
undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal 
prosedural undang-undang yang memberikan kepastian hukum. 
2. Keadilan prosedural  
Keadilan Prosedural adalah sebuah gagasan tentang keadilan dalam 
proses-proses  penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu 
aspek  dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang 
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bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Dengan merujuk definisi 
diatas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan tranparansi dalam 
proses pembuatan keputusan.mendengarkan keterangan semua pihak sebelum 
membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk 
diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Teori keadilan 
prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil 
pula, sekalipun syarat-syarat dari keadilan distributif tidak terpenuhi. 
3. Penerapan Teori-Teori Keadilan 
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan 
bahwa  posisinya bahwa lembaga peradilan ini akan menegakkan keadilan 
subtanstif, bukan keadilan prosedural semata. Dalam arti, sebagai pengawal dan 
penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak terpaku  pada undang-undang 
yang dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri. 
Pilihan paradigmatik ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya 
sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus 
mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan dalam UUD 1945 
dan Undang-Undang  No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 
45 Ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar  
UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan 
hakim”. Pasal itu menyebutkan bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar 
putusan untuk menegakkan keadilan substansif, apalagi jika pihak yang 
berperkara  jelas-jelas meminta putusan yang ex aequo et bono (putusan yang 
seadil-adilnya). 
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Pada setiap pembacaan putusan juga selalu ditegaskan putusan  
dibuat“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan 
“Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang”. Ini semua menjadi 
dasar yang membolehkan hakim membuat putusan yang melebihi apa yang 
diminta dalam petitum pemohon (ultra petita) guna menegakkan keadilan meski 
jika terpaksa melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat 
tegaknya keadilan. 
Banyak yang mempersoalkan hal itu sulit dilakukan karena tiadanya 
kriteria pasti untuk menentukan keadialan itu berbeda dengan undang-undang 
yang pasti bunyi dari isinya. Keadilan akan sangat terasa  dan terlihat dari 
konstruksi yang dibangun oleh hakim dengan menilai satu per satu bukti yang 
diajukan di persidangan untuk sampai pada hakim Mahkamah Konstitusi 
menjatuhkan putusannya. 
Meski demikian hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh seenaknya 
melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang sudah mengatur secara pasti 
dan dirasa adil, maka hakim masih tetap perlu berpegangan terhadap undang-
undang. Dengan kata lain hakim didorong untuk untuk menggali rasa keadilan 
substanstif di masyarakat yang terbelenggu ketentuan undang-undang (keadilan 
prosedural). 
Selain itu pilihan dalam keadilan Substantif  juga dilatarbelakangi 
derasnya tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membrikan putusan yang 
memberikan solusi hukum atas ketidakpastian oleh ketentuan yang multitafsir 
terhadap suatu asas atau aturan hukum atau pada saat terjadi kekosongan hukum. 
Pergerakan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihannya untuk mewujud 
Keadilan substantif bukan kehendak hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
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memperluas kompetensi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, tetapi semata-mata 
untuk menegakkan konstitusi  oleh karena untuk menjamin bahwa pilihan 
Mahkamah Konstitusi itu benar maka putusan Mahkamah Konstitusi harus dengan 
cara yang benar, jujur, dan adil agar masyarakat dan pihak lain mendukung terus 
sikap yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, bukan malah mencela setiap 
putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap menyimpang dari apa yang telah 
ditetapkan.  
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini keliru jika hanya melihat 
sikap Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan substantif sebagai upaya 
dari memperluas kompetensi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. DPR menilai 
ini adalah bentuk dari upaya Mahkamah Konstitusi dalam menggagalkan produk-
produk DPR yang dengan mengumpulkan kurang lebih lima ratus lima puluh 
orang dalam sebuah rapat dengan biaya yang tidak murah tetapi dengan sembilan 
hakim Mahkamah Konstitusi sebuah undang-undang dapat dibatalkan begitu saja. 
Inilah yang menjadi dasar pembentukkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Mahkamah Konstitusi, yang salah satu isinya adalah melarang adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petita, namun oleh Mahkamah 
Konstitusi sendiri undang-undang ini dibatalkan keberlakuannya sehingga 
menurut penulis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tetap berlaku adanya. 
 
C.  Putusan Mahkamah Konstitusi yang Dinilai Ultra Petita 
Ada lima putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap ultra petita 
kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan 
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Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding.Berikut ini ulasan mengenai 
pelaksanaan putusan ultra petita Mahkamah Konstitusi: 
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Mahkamah Konstitusi memutus bahwa keberadaan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) bertentangan dengan UUD 1945 karena menimbulkan 
dualisme peradilan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada 
pembuat UU (DPR dan pemerintah) untuk membentuk UU Pengadilan Tipikor 
yang baru. Undang-undang baru itu harus mengatur Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi. 
Putusan yang memerintahkan dibentuknya UU Pengadilan Tipikor sampai 
dengan deadline 19 Desember 2009 telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR 
dengan mengesahkan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 29 Oktober 2009. UU tersebut memberi 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kewenangan mengadili perkara korupsi dan 
menjadi bagian dari sistim peradilan Indonesia. 
 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang 
Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang 
Ketenagalistrikan  
Undang-Undang Ketenagalistrikan dianggap bertentangan dengan UUD 
1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan undang-undang 
tersebut tidak berlaku. Putusan ini berjalan efektif dan undang-undang tersebut 
sudah tidak berlaku. Sebagai penggantinya DPR dan pemerintah hingga tulisan ini 
disusun tengah menggodok  RUU Ketenagalistrikan . 
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3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-V/2006 tentang 
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Mahkamah Konstitusi meniadakan Pasal “secara melawan hukum” karena 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal melawan hukum secara otomatis 
sejak putusan tersebut dibacakan dipersidangan maka secara otomatis sudah tidak 
berlaku.Dalam praktiknya hakim pengadilan pidana mematuhi putusan 
Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut tidak lagi dijadikan dasar hukum untuk 
menjerat para koruptor. 
 
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Yudisial dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan 
Kehakiman 
Putusan Mahkamah Konstitusi ini awalnya diajukan untuk menegaskan 
hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi dari pengawasan yang dilakukan 
oleh Komisi Yudisial (KY). Ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 
hanya hakim konstitusi saja tidak termasuk dalam objek pengawasan KY. Selain 
itu yang paling kontroversial adalah membatalkan Pasal Pasal 34 ayat (3) UU 
Kekuasaan Kehakiman yang berarti mengamputasi kewenangan KY untuk 
mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi. Meskipun putusan ini mendapat 
sorotan banyak pihak namun sampai dengan saat ini putusan tersebut tetap 




                                                          
32 Menurut Busyro Muqoddas putusan MK yang menganulir fungsi pengawasan KY 
akan berdampak pada pelemahan semangat untuk memberantas korupsi. Semangat 
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5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi 
Permohonan yang diajukan oleh pemohon pada awalnya tidak memintakan 
UU ini dibatalkan. Pemohon hanya mempermasalahkan bahwa hak korban akan 
diberikan bila para pelaku pelanggar HAM mendapat amnesti. Namun Mahkamah 
Konstitusi berfikir lain bahwa dengan dinyatakannya Pasal tersebut bertentangan 
dengan UUD 1945 maka secara otomatis meniadakan ketantuan UU KKR. 




Setelah UU KKR dibatalkan maka secara otomatis Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi dibubarkan. Lima putusan tersebut adalah beberapa dari putusan 
Mahkamah Konstitusi yang ultra petita yang semuanya memiliki kekuatan hukum 
dan telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Putusan Mahkamah 
Konstitusi meskipun tanpa memiliki perangkat pemaksa sekalipun tetap dipatuhi 
sebagai sebuah keputusan hukum.Penulis melihat lantaran putusan hakim 
konstitusi memiliki wibawa yang besar lantaran kewenangannya sebagai 
                                                                                                                                                               
pembentukan UU KY adalah sebagai lembaga yang mengawasi kinerja hakim.Sebab 
pintu korupsi pada lembaga peradilan adalah pada hakim itu sendiri.Sehingga ketika 
hakim MK tidak dapat diawasi oleh MK muncul kesan hakim MK tidak dapat 
disentuh oleh pengawasan.Lihat dalam tulisan “Komisi Yudisial Nasibmu Kini” 
Majalah Figur edisi X/TH. 2007 
33
 Protes terhadap putusan ini banyak dilayangkan oleh aktivis LSM.Salah satunya 
adalah Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M. Zen. 
Menurut Patra, UU KKR tidak melanggar konstitusi. Menurut Patra, gagasan KKR itu 
diadopsi oleh UUD, jadi tidak beralasan jika dikatakan tidak mengikat secara 
keseluruhan. Lihat dalam position paper ELSAM “Ketika Prinsip Kepastian Hukum 
Menghakimi Konstitusionalitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu 
(Pandangan kritis atas putusan MK dan implikasinya bagi penyelesaian pelanggaran 
HAM di masa lalu)” yang dapat diunduh dalam laman www.elsam.or.id  
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pengawal konstitusi. Hal ini juga menjadi cerminan bahwa masyarakat Indonesia 
menghargai dan patuh terhadap hukum dasar negaranya. 
Kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi juga pernah 
dipertanyakan melalui sebuah perkara.Ketika pelaksanaan pemilu tahun 2009 
diajukan gugatan sengketa hasil Pemilu di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah 
antara Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional. Berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi No.039/PHPU.C1-II/2004, dengan putusan itu Partai 
Amanat Nasional mendapatkan satu kursi.Partai Demokrat melanjutkan perkara 
ini di pengadilan umum dengan dugaan manipulasi penggelembungan suara. 
Sampai pada akhirnya pengadilan negeri kabupaten donggala memutuskan bahwa 
bukti-bukti yang diajukan pada dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah hasil 
manipulasi dari oknum yang yang melibatkan anggota KPUD Kabupaten 
Donggala. 
Adapun saya akan mengambil 2(dua) dari contoh putusan yang dinilai 
melanggar prinsip ultra petita sebagai bahan ulasan yaitu: 
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Yudisial dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan 
Kehakiman. 
a. Pendahuluan 
Perubahan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan, kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tidak hanya itu, Pasal 
24 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman 
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tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A 
Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, hakim agung harus 
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, 
dan berpengalaman di bidang hukum. Khusus untuk menjaga kemandirian 
dan integritas hakim, hasil perubahan UUD 1945 juga memunculkan 
sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial (KY). 
Dalam Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, calon hakim 
agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Kemudian, 
Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, KY bersifat mandiri yang 
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan itu, 
hubungan KY dengan Mahkamah Agung terjadi dalam proses pengusulan 
calon hakim agung; menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. 
Menindaklanjuti hasil hasil perubahan UUD 1945, pada tanggal 13 
Agustus 2004, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial (UU No 22/2004). Sesuai dengan Pasal 24B 
UUD Ayat (1) 1945, Pasal 13 UU No 24/2004 menyatakan Komisi 
Yudisial mempunyai wewenang:  
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan  
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2. Menegakkan kehormatan dankeluhuran martabat serta menjaga 
perilaku hakim. Elaborasi lebih jauh penggunaankedua 
kewenangan KY dapat dibaca dalam Pasal 14-25 UU No 22/2004. 
Namun timbul pertentangan dari kalangan hakim dan kepala 
daerah (putusan sengketa hasil pemilihan kepala daerah) sendiri 
contohnya ketika Komisi Yudisial menanggapi kasus yang berasal 
dari daerah Depok, ketika Komisi Yudisial memeriksa hakim yang 
menangani kasus pemilihan hasil kepala daerah (Walikota Depok) 
kemudian Komisi Yudisial merekomendasikan kepada Mahkamah 
Agung untuk pemberhentian sementara selama satu tahun Ketua 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nana Juwana. Dalam rekomendasi 
itu, Komisi Yudisial memberikan tenggat waktu satu bulan supaya 
Mahkamah Agung memberikan tanggapan atas rekomendasi 
Komisi Yudisial. Tidak hanya dalam kasus Depok tapi juga dari 
beberapa daerah lain yang kurang lebih memuat masalah yang 
sama dengan kasus yang beragam. 
Melihat hal ini kalangan hakim secara terbuka melakukan perlawanan 
dengan mulai menanyakan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal 
pengawasan, puncak dari hal itu 31 Hakim Agung melakukan uji materiil 
terhadap hakim (Hakim di pengadilan, Hakim Agung, dan Hakim 
Konstitusi) serta pasal-pasal yang  menyangkut pelaksanaan pengawasan 
Komisi Yudisial terhadap hakim
34
 
                                                          
34  Denny Indrayana, Saldi Isra dll, (2005), Kepala Daerah Pilihan Hakim: 
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b. Pemohon, Posita dan Petitum 
Dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang 
permohonan PengujianUndang-undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) para 
pemohon merupakan hakim Mahkamah Agung sebanyak 33 orang. Selain 
permohonan UU KY hakim agung tersebut jugapermohonan pengujian 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004tentang 
Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Sumber pokok yang menjadi keberatan ke-31 orang Hakim Agung 
adalah menyangkut kata makna “Hakim” frasa “mempunyai wewenang 
lain dalam rangkamen jaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim” yang terdapat dalam Pasal 24B Ayat (1) 
UUD 1945. Adapun yang menjadi dasar hukum permohonan para hakim 
agung adalah sebagai berikut : 
a.  Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum; 
                                                                                                                                                               
Membongkar Kontroversi Pilkada Depok, Harakatuna Publishing, Bandung. 
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b. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai 
Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan 
hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak dan 
kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan 
dengan “pengawasan hakim” yang diatur dalam Bab.III Pasal 20 dan 
Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan “usul 
penjatuhan sanksi” yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan 
ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25Ayat (3) dan ayat 
(4) dihubungkan dengan Bab. I Pasal 1 butir 5 Undang-undang tersebut. 
Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut menimbulkan kerugian pada 
para Pemohon sebagai Hakim Agung termasuk juga Hakim Mahkamah 
Konstitusi menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat 
diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial; 
c. Bahwa ketentuan yang diuraikan pada huruf b di atas sangat berkaitan 
dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang 
menyatakanbahwa “dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran 
martabat serta perilaku Hakim Agung dan Hakim, pengawasan 
dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang”; 
Adapun alasan-alasan permohonan dalam pengujian Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) 
Undang-undang Nomor 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
tersebut antara lain : 
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a. Di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: 
“KomisiYudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat 
serta perilaku Hakim”; bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam 
satu nafas dan konteknya satusama lain maka bermakna bahwa 
Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan 
KomisiYudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung; 
b. Di dalam Pasal 25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk 
menjadidan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan 
Undang-undang; Undang-undang yang mengatur tentang hal 
tersebut diatur oleh Undang-undang yang berbeda untuk Hakim 
Tingkat I dan Tingkat Banding (Undang-UndangNo. 8 Tahun 2004 
untuk Peradilan Umum, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 untuk 
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 7 Tahun1989 
untuk Peradilan Agama, Undang-undang No. 31 Tahun 1997 untuk 
Peradilan Militer) serta Hakim Agung (Undang-undang No. 5 
Tahun 2004) danMahkamah Konstitusi (Undang-undang No. 24 
Tahun 2003); 
Dalam hal ini jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak 
menjangkau Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah 
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Konstitusi, karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim 
Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat 
I dan Hakim Banding; Lebih jelas lagi bahwa Komisi Yudisial tidak 
berwenang untuk mengadakanpengawasan terhadap Hakim Ad 
Hoc; dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan kata 
“Hakim” di dalamPasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh 
Hakim;Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksudkan oleh 
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku Hakim adalah Hakim yangakan menjadi Hakim 
Agung pada Mahkamah Agung; 
c. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 yaitu: 
1) Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam melaksanakan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial 
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku 
Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dankeluhuran 
martabat serta menjaga perilaku Hakim”; 
2) Pasal 1 butir 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan: 
“Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan 
disemua lingkungan peradilan yang barada dibawah Mahkamah 
Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”; 
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Dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas 
pengertian Hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 
1945 karena hanya dimaksudkan terhadap Hakim pada badan 
peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung saja, tidak meliputi Hakim Agungdan Hakim Mahkamah 
Konstitusi; 
3) Di samping kedua Pasal yang disebut di dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, hal yang sama juga disebut di 
dalam Pasal 34 ayat(3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kewenangan 
kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan Hakim 
Agung adalah bertentangan dengan Pasal 24B UUD1945; 
d. Dalam rumusan pasal-pasal yang di sebut dalam angka 3 di atas 
membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap 
para Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan 
termasuk di dalamnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan 
Hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan Pasal 
24B UUD 1945, karena yang dimaksud “Hakim” dalam Pasal 24B 
tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung dan Hakim 
Mahkamah Konstitusi; 
e. Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak 
menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi 
Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam 
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melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan 
di semua lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah 
Agung; Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Mahkamah Agungyang berbunyi sebagai berikut : 
(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan 
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; 
(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada 
Hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan 
tugasnya; 
Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 
21 jo Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi 
Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada 
Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi 
kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan 
Hakim; 
f. Di samping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap 
Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada 
Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk 
membela diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kehormatan 
Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedang 
bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya 
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dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim 
Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela 
diri lebih dahulu dihadapan Majelis Kohormatan Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini 
berbeda dengan Hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah 
Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi 
Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih 
dahulu untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim; 
Atas dasar tersebut maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) 
serta ayat(5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) 
yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim 
Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial 
bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25UUD 1945 yang 
memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah 
Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; 
g. Oleh karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim 
Mahkamah Konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi 
Yudisial tidak termasuk Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah 
Konstitusi, maka sepanjang mengenai “pengawasan dan usul 
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penjatuhan sanksi” terhadap Hakim Agungdan Hakim Konstitusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal: 
i. 1 butir 5 
ii. 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) 
serta ayat (5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan 
bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya 
menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim 
Mahkamah Konstitusi; 
Selama ini pengawasan Komisi Yudisial yang telah memanggil 
beberapa Hakim Agung, dalam hubungan dengan perkara yang 
telah diadilinya. Pemanggilan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim 
Agung Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Effendi Lotulung, 
Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A. Tumpa telah 
mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim Agung, 
yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945. Pemanggilan 
Komisi Yudisial kepada para Hakim Agung tersebut, berpotensi dan 
akan membawa makna bahwa semua Hakim Agung dapat dipanggil 
sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Hal ini akan 
menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin UUD 
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1945; pengawasan oleh Komisi Yudisial dengan cara memanggil 
Hakim Agung karena memutus suatu perkara merupakan sebab-
akibat (causal verband), hilangnya atau terganggunya kebebasan 
Hakim yang dijamin oleh UUD 1945;Berdasarkan alasan-alasan 
tersebut di atas, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi 
agar : 
a) Mengabulkan permohonan para Pemohon ; 
b) Menyatakan: 
i. Pasal 1 angka 5 
ii. Pasal 20; 
iii. Pasal 21; 
iv. Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5); 
v. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5); 
vi. Pasal 24 ayat (1) dan; 
vii. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2004, serta 
Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, sepanjang 
yang/menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, 
bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
h. Menyatakan Pasal-pasal tersebut pada angka 2 di atas tidak 
mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim Agung pada Mahkamah 
Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi; 
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c. Analisa Putusan 
Membaca permohonan yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah 
Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan tersebut. 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yangmenyatakan bahhwa MK berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena 
Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji UU No22 Tahun 2004 
dan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 
1945, maka permohonan tersebut berada dalam lingkup kewenangan 
Mahkamah Konstitusi. Namun ada beberapa poin penting yang harus 
dibahas dan didiskusikan lebih lanjut. 
Pertama, asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri 
(nemo judexidoneus in propria causa). Sebagai salah satu asas dalam 
hukum acara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyimpanginya. 
Artinya, alasan bahwa berpekara di Mahkamah Konstitusi tidak sama 
dengan berperkara di pengadilan biasa, tidak dijadikan argumentasi untuk 
mengabaikan prinsip nemo judex idoneus in propria causa. Sampai saat 
ini, Mahkamah Konstitusi sudah beberapakali menggunakan argumentasi 
bahwa berpekara di Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan berperkara 
di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat 
menjelaskan hal ini secara tuntas. Dalam kasus yang sedang saya bahas 
ini, Mahkamah Agungberupaya “menarik” Mahkamah Konstitusi sebagai 
pihakyang dirugikan kepentingan konstitusionalnya oleh UU No 22 Tahun 
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2004. Celakanya,sadar atau tidak, Mahkamah Konstitusi terjebak 
membangun argumentasi untuk tidak masuk dalamranah pengawasan 
Komisi Yudisial. Untuk kepentingan ini, Mahkamah Konstitusi berani 
menyimpangi dan menyatakan tidak berlaku asas bahwa tidak seorang pun 
dapat menjadi hakim dalam kepentingan perkaranya sendiri dalam 
permohonan uji materiil UU No22 Tahun 2004. 
Secara universal, asas hanya dapat disimpangi kalau ditentukan secara 
tertulis. Diluar itu, penyimpangan tidak diperbolehkan. Secara normatif, 
Pasal 29 ayat (5) dan(6) UU No 4/2004 menyatakan: 
1. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari 
persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak 
langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas 
kehendaknya sendiri maupunatas permintaan pihak yang 
berperkara. 
2. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), 
putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera 
yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Kedua, legal standing. Membaca permohonan Pemohon, sulit untuk 
mencarikandalil bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing. Pasal 
51 Ayat (1) UU No22 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hakdan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 
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Namun kalau dibaca dengan teliti Putusan No. 005/PUU-IV/2006 akan 
diketahui bahwa salah seorang hakim konstitusi menolak legal standing 
Pemohon terutama yang menyangkut sepanjang hakim konstitusi. 
Penolakan salah seorang Hakim Konstitusi dapat dibaca dalam Putusan 
MK (hal. 157) yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berpendapat para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitima persona 
standi in judicio) untuk mengajukan permohonan a quo, dengan seorang 
Hakim Konstitusi berpendapat lain bahwa, sepanjang menyangkut 
ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para Pemohon tidak 
mempunyai legal standing karena tidak ada kerugian hak atau kewenangan 
konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para Pemohon, 
selaku Hakim Agung, sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang 
mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dalam 
Undang-Undang Komisi Yudisial. Pertanyaan mendasar yang harus 
dikemukakan: mengapa tidak dimunculkan nama dan argumentasi hakim 
konstitusi yang tidak menerima legal standing tersebut. Tidak hanya itu, 
sekalipun hakim yang bersangkutan hanya menolak legal standing 
pemohon sepanjang menyangkut hakim konstitusi, itu berarti dia menolak 
legalstanding secara keseluruhan. Dalam proses beracara, lazimya tidak 
dikenal pemisahan legal standing. Artinya, kalau hakim konstitusi yang 
menolak legal standing tersebut konsisten maka komposisi putusan hakim 
No. 005/PUU-IV/2006 adalah 8:1 bukan 9:0. 
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Ketiga, hakim konstitusi tidak masuk dalam pengertian hakim. Pasal 
24 Ayat (2)UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kalau UUD1945 tidak memisahkan 
pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam 
ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim. Karena 
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan 
peradilan, maka tidak tepat mengatakan bahwa hakim konstitusi tidak 
termasuk dalam pengertian hakim. Tambah lagi, dalam risalah amandemen 
UUD 1945, tidak pernah disebutkan bahwa hakim konstitusi tidak 
termasuk dalam pengertian hakim. Artinya, dengan tidak dibahas dan 
disebutkan bahwa Hakim Konstitusi masuk dalam ranah pengawasan 
Komisi Yudisial tidak berarti bahwa Hakim Konstitusi dapat ditafsirkan 
tidak masuk dalam wilayah pengawasan KY. Dalam hal ini menarik 
menyimak pendapat Rifqi S.Assegaf berikut ini: “Kelaziman ini dijelaskan 
dengan panjang lebar oleh Bapak Sahlan Said, mantan hakim yangmenjadi 
salah seorang eksaminator dalam Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 di 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 26-27 September 
2006. Dengan menggunakan penafsiran historis, peneliti sepakat dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak maksud dan tujuan dari 
penyusun UUD 1945 menjadikan Hakim Konstitusi sebagai obyek 
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pengawasan Komisi Yudisial. Namun penggunaan metode panafsiran 
historis an sich dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-
IV/2006dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman atau konstitusional 
yang terlanggar jika Hakim Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial. 
Bahkan mengingat pentingnya prinsip akuntabilitas dalam negara hukum 
yang demokratis sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan 
(yang diartikan sebagai diperlukannya lembaga pengawas, termasuk 
pengawas eksternal terhadap hakim), maka sewajarnya Mahkamah 
Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dalam memutus hal ini. 
Dengan penjelasan itu, Rifqi S. Assegaf mengajukan fakta lain bahwa 
sebenarnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 
alasan serta metode teleologis ini pula yang dipakai Mahkamah Konstitusi 
saat memutus bahwa Hakim Agung dapat menjadi obyek pengawasan 
Komisi Yudisial. Lalu, tambah Rifqi, mengapa Mahkamah Konstitusi 
memilih metode penafsiran lain saat menilai dapat tidaknya Komisi 
Yudisial mengawasi Hakim Konstitusi. Alasan ini juga yang digunakan 
untuk membangun argumen tambahan Majelis Eksaminasi Putusan 
Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa 
dengan menghindari pengawasan Komisi Yudisial, Hakim Konstitusi 
dapat dikatakan anti akuntabilitas.
35
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Keempat, checks and balances lembaga negara. Sejak selesainya 
Perubahan UUD1945 Generasi Pertama (1999-2002), pembedaan 
lembaga-lembaga negara tidaklagi didasarkan kepada pembagian hierarkis 
berupa lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Setelah 
perubahan, lembaga-lembaga negara dibedakan sesuai dengan fungsi dan 
kewenangan konstitusional masing-masing. Namun,pertimbangan hukum 
Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 kembali “menghidupkan”pola 
hubungan antar lembaga negara yang hierarkis. Dengan demikian, prinsip 
“checks and balances” itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan 
negara (separation of powers), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan 
pola hubungan antar semua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam 
konteks hubungan antara Mahkamah Agungdan Komisi Yudisial. Oleh 
karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam perspektif 
“checks and balances” di luar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan 
negara (separation of powers), seperti dalam hubungan antara Mahkamah 
Agung dan Komisi Yudisial, adalah tidak tepat. Walaupun benar bahwa 
Komisi Yudisial dapat diberi peran pengawasan, maka pengawasan itu 
bukanlah dalam rangka checks and balances dan juga bukan pengawasan 
terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan 
terhadap perilaku individu-individu hakim. Kalau dibaca dengan teliti 
pertimbangan hukum di atas, Hakim Konstitusi merancukan begitu saja 
antara separation of power dengan checks and balances. Dalam 
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separation of powers, pembagian secara kaku atas tiga cabang kekuasaan 
menjadi benar adanya, sedangkan dalam checks and balances pembagian 
seperti itu bukan menjadi hal yang mutlak. Kelima, independensi 
kekuasaan kehakiman. Prinsip ini termasuk salah satu poin yang cukup 
luas dipaparkan dalam Putusan No 005/PUU-IV/2006. Pemaparan itu 
dapat dipahami karena kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki 
agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik 
langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman 
sejawat, atasan, serta pihak pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim 
dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati 
nurani. Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada 
bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan 
bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya 
negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut 
faktor adanya pengadilan yang merdeka. Independensi tidak tepat 
dijadikan sebagai alasan untuk menghin dari pengawasan terhadap hakim. 
Kalau digunakan teori Shimon Shetreet, barangkali, independensi hakim 
yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus perkara 
(substantive independence). Tambah lagi, sebagai sebuah lembaga, hakim 
dan kekuasaan kehakiman mesti memahami filosofi pengawasan bahwa 
tidakada satupun kekuasaan tanpa pengawasan. 
Keenam, makna bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasal 
24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 
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berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar. Kemudian, Pasal 56 Ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi 
menyatakan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi 
muatan ayat,pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pertanyaannya: apakah yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan 
UUD?Pendapat ini dapat juga menjadi argumentasi lain bahwa hakim 
tidak boleh menyimpangi asas nemo judex idoneus in propria causa. 
Pertanyaan tersebut begitu penting untuk dikaji dan dijelaskan secara tepat 
karena beberapa pasal-pasal dalam undang-undang (termasuk Undang-
Undang Komisi Yudisial) yang lebih bersifat menjelaskan atau 
mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD1945 
dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh MK. Misalanya, dalam 
halaman 194 Putusan No 006/PUU-IV/2006 secara eksplisit dinyatakan 
bahwa Pasal 20, 21,22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat 
(1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) 
dan ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24, 
Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD1945. 
 
d. Implikasi Putusan 
Terlepas dari berbagai catatan di atas, masalah lain yang perlu dikaji 
lebih lanjutyaitu implikasi Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap 
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reformasi kekuasaan kekuasaan kehakiman. Setidaknya, ada tiga implikasi 
yang perlu dicatatan khusus. 
Pertama, judicial corruption. Salah satu kekawatiran banyak kalangan 
yang concern terhadap dunia peradilan adalah Putusan MK tersebut akan 
semakin menyuburkan praktik korupsi dalam proses peradilan (judicial 
corruption). Dalam bahasa Denny Indrayana, Putusan Nomor 005/PUU-
IV/2006 akan menumbuhkembangkan praktik mafia peradilan.
36
 Bahkan, 
muncul juga penilaian bahwa hakim konstitusi tidak jauh berbeda dengan 
hakim lain (hakim konstitusi juga hakim pengadilan tingkat I dan II). 
Sudah menjadi rahasia umum, dalam penyelesaian sebuah perkara, 
permainan uang dapat dikatakan terjadi dari hulu sampai ke hilir.
37
 
Kedua, kekosongan hukum (di tingkat undang-undang) mengenai 
pelaksanaan fungsi pengawasan KY. Implikasi lain dari Putusan Nomor 
005/PUU-IV/2006 munculnya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan 
pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Dengan kejadian ini, 
pengawasan hakim kembali mengandalkan pengawasan internal. Padahal, 
selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi 
praktik menyimpang hakim. Pada halaman 201 Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 dinyatakan: Untuk mengatasi akibat 
kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, 
khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan 
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perilaku hakim, Undang-Undang KY segera harus disempurnakan melalui 
proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk 
mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan 
berkali-kali secara terbuka baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh 
Komisi Yudisial sendiri. Karena itu,Mahkamah Konstitusi juga 
merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil 
langkah-langkah penyempurnaan Undang-Undang Komisi Yudisial. 
Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-
perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan 
dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas Undang-Undang 
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang lain yang terkait 
dengan sistem peradilan terpadu. Tugas legislasi ini adalah tugas DPR 
bersama dengan pemerintah. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan 
juga Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksanan undang-
undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala urusan 
legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa Mahkamah Agung, 
Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi dapat diikutsertakan 
dalam proses pembuatansesuatu undang-undang yang akan mengatur 
dirinya, tentu saja merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, 
bukanlah tugas konstitusional Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan 
juga Mahkamah Konstitusi untuk mengambil prakarsa yang bersifat 
terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud. 
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Setiap lembaga negara sudah seharusnya membatasi dirinya masing-
masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas 
pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksudkan hanya sebagai pendukung. 
Ketiga, menguatnya krisis kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi. 
Dampak lain, timbulnya krisis kepercayaan publik kepada Mahkamah 
Konstitusi. Banyak kalangan menilai, dalam beberapa waktu terakhir, 
mulai kelihatan putusan semakin menjauhi gagasan pembaruan hukum dan 
bersifat ultra petita. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang 
mendapat sorotan tajam adalah pernyataan tidak punya kekuatan mengikat 
sebagian penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dalam bahasa yang agak sinis, Teten Masduki 
mengatakan bahwa: “mulai terlihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi 
“membunuh anak-anak reformasi”. 
Keempat, menguatnya wacana untuk meninjau ulang kewenangan 
Mahkamah Konstitusi. Wacana ini dikembangkan oleh sebagian anggota 
DPR. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 
(2005), banyak catatan atau ketidaksukaan yang nyata darianggota DPR. 
Argumentasi yang dikembangkan sebagian anggota DPR 
tersebut:“bagaimana mungkin putusan sembilan orang bisa mengalahkan 
produk 550 orang?” Meski hampir tidak mungkin mengurangi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi di tingkat undang-undang, menguatnya 
wacana ini di kalangan legislator harus tetap dijadikancatatan tersendiri.
38
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Bagaimanapun, kalau ini terjadi, negeri ini akan kehilangan arti kehadiran 
Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Pertanyaan 
mendasar yang sering dikemukan paska Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.005/PUUIV/2006, bagaimanakah masa depan Komisi Yudisial? 
Pertanyaan ini wajar muncul karena berdasarkan Pasal Pasal 24C Ayat (1) 
menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat 
(final and binding). Sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan hampir 
semua permohonan yang diajukan oleh 31 orang Hakim Agung, Komisi 
Yudisial tetap mempunyai basis konstitusional untuk berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. Yang perlu dicatat, Putusan Mahkamah Konstitusi  
No 005/PUUIV/2006 tidak menghilangkan kewenangan KY untuk 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim. Putusan tersebut hanya menyatakan tidak punya kekuatan mengikat 
pasal-pasal pengawasan yang terdapat dalam UU No 22/2004. Dalam 
melaksanakan kewenangan pengawasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 
Ayat (1) Komisi Yudisial masih dapat: (a) menerima laporan masyarakat 
tentang perilaku hakim; (b) meminta laporan secara berkala kepada badan 
peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (c) melakukan pemeriksaan 
terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; dan (d) memanggil dan 
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meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku 
hakim. Namun paska putusan Mahkamah Konstitusi, semua pelaksanaan 
kewenangan pengawasan tidak lagi dapat berujung pada penjatuhan sanksi 
berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian 
hakim yang melakukan misconduct. 
 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 tentang 
Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi. 
Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan keputusannya pada 7 
Desember 2006 atas dua permohonan pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 
tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya: UU KKR), 
namun dengan dua putusan yang berbeda. Putusan pertama, yakni putusan 
terhadap perkara nomor 006/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa Mahkamah 
Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon. Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan UU KKR tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara putusan kedua 
Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 020/PUU-IV/2006 menyatakan 
permohonan para pemohon tidak dapat diterima, di mana putusan ini didasarkan 
pada kenyataan bahwa UU yang menjadi permohonan pemohon sudah dinyatakan 
tidak mengikat secara hukum. 
Putusan Pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi sangat 
mengejutkan banyak pihak. Putusan ini terasa ironis di tengah upaya para korban 
untuk menuntut akuntabilitas terhadap kejahatan masa lalu melalui satu-satunya 
kerangka hukum formal yang bernama UU KKR tersebut. UU ini merupakan 
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tonggak legal untuk menuntut komitmen politik pemerintah agar berhenti 
menghindar dari pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu dan komitmen 
untuk mencegah terjadinya tragedi yang sama di masa yang akan datang.  
Namun demikian, muatan UU tersebut dipandang oleh para korban belum 
memenuhi rasa keadilan. Karena itu, bersama para aktor dan aktivis yang peduli, 
mereka melakukan permohonan pengujian (judicial review). Upaya perbaikan 
tersebut secara khusus menyasar pada tiga materi penting, yakni pasal-pasal 
mengenai amnesti, pemberian kompensasi yang digantungkan pada amnesti, dan 
sifat substitutif mekanisme KKR atas pengadilan.  
Namun, tampaknya MK berpandangan lain, meskipun hanya mengabulkan 
satu permohonan dari keseluruhan pemohonan, khususnya berkaitan dengan 
pengaturan mengenai pemberian kompensasi (Pasal 27), dalam keputusannya 
Mahkamah Konstitusi justru menyatakan UU No. 27 tahun 2006 tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) haruslah dinyatakan secara keseluruhan tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena pembatalan Pasal 27 akan 
berimplikasi pada keseluruhan undang-undang itu, sehingga UU KKR tidak akan 
bisa dilaksanakan.  
Pencabutan UU KKR telah memupuskan mandat yang termuat dalam UU 
ini yaitu untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan penyelesaian 
pelanggaran HAM masa lalu dan melaksanakan rekonsiliasi. Mandat ini telah 
ditetapkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) pada 
tahun 2000 sebagai bagian dari “agenda reformasi”. Artinya, KKR bukan hanya 
diinginkan oleh sekelompok korban, atau untuk mengampuni pelaku, tetapi 
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menjadi tekad bersama bangsa ini untuk di satu sisi menyelesaikan pelanggaran 
HAM masa lalu dan di sisi lain menata kehidupan dimasa depan.  
Pencabutan UU KKR juga sekaligus menghentikan proses pembentukan 
KKR yang tertunda selama lebih dari 2 (dua) tahun. Proses seleksi keanggotaan 
yang telah sampai pada tahap pemilihan calon anggota tidak juga dilakukan oleh 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal inilah yang juga dipahami oleh Ketua 
Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai “problem teknis”..  
Keputusan Mahkamah Konstitusi menjadikan para korban yang selama ini 
bersemangat untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan 
terpaksa kembali harus tertunduk lesu. Sementara, pihak pelaku akan terus 
bersorak gembira karena salah satu mekanisme untuk pengungkapan kejahatan 
masa lalu tidak berlaku, setidaknya secara formal. Bagi pemerintah, pembatalan 
UU KKR akan melegakan karena tidak perlu membuat anggaran untuk 
pembentukan KKR dan juga dana untuk kompensasi kepada korban. Pencabutan 
ini semakin terasa menyesakkan karena muncul justru pada saat suasana 
impunitas di negeri ini sedang melanggeng.  
Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final dan 
mengikat, artinya tidak ada yang bisa dilakukan untuk melakukan banding atau 
upaya hukum lainnya meskipun Mahkamah Konstitusi memutuskan apa yang 
tidak dimohonkan oleh pemohon (ultra petita). Tindakan seperti itu merupakan 
pelanggaran atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara 
universal.  
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Putusan telah dibuat dan pro-kontra terhadap putusan ini terus 
berlangsung. Kita memang perlu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi 
sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. 
Namun, itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu mempertanyakan “kesahihan” 
putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tampaknya telah melanggar 
prinsip hukum dan keluar dari semangat pembentukan UU KKR itu sendiri. 
Terlebih lagi, jika kita melihat implikasi atas pencabutan UU KKR bagi korban 
khususnya korban di Papua dan Aceh yang juga mempunyai agenda untuk 
membentuk KKR, maka pertanyaan kita akan “kesahihan” putusan itu semakin 
signifikan.  
 
D. Penyelesaian Sengketa Putusan yang Dinilai Ultra Petita 
Mahkamah Konstitusi lebih dahulu memutuskan perkara baru kemudian 
ditemukan bukti baru oleh pengadilan umum.Namun ternyata putusan pengadilan 
yang terkait dengan manipulasi data dan penggelembungan suara hasil pemilihan 
umum tersebut, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun yang 
dilakukan oleh peserta pemilihan umum, tidak bisa dijadikan dasar oleh semua 
pihak untuk menganulir dan menggugurkan putusan mahkamah konstitusi. Hal ini 
dikarenakan putusan mahkamah konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan 
mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap dilaksanakan meskipun telah 
terjadi kesalahan dalam putusan tersebut. 
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Mahfud MD mempunyai pendapat tersendiri mengenai putusan hakim 
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
39
Menurut Mahfud 
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena perkara yang 
diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat masalahnya harus segera 
dilaksanakan, tak bisa ditunda. Mahfud menginginkan Mahkamah Konstitusi 
memberikan pelayanan prima kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa harus 
menunda perkara atau berlama-lama menuntaskan sebuah perkara. Mengenai 
resiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat menurutnya 
putusan tersebut tetap dimungkinkan ada. Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa 
hakim konstitusi adalah manusia biasa namun putusan Mahkamah Konstitusi tetap 
final dan mengikat. Alasan yang disebutkan oleh Mahfud adalah: 
1. Pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai 
hakim.  
2. Hukmul haakim yarfa’ul khilaaf. (putusan hakim menyelesaikan 
perbedaan) 
3. Tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.  
Sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum 
tetap karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan 
terakhir. Tidak diadakan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim baik upaya 
hukum biasa maupun luar biasa. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat 
mengikat, tak hanya para pihak (inter partes) namun seluruh warga negara 
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Indonesia. Para tokoh yang menjadi arsitek kelahiran Mahkamah Konstitusi 
menginginkan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang berwibawa. 
Hal ini tercermin dalam salah satu syarat hakim konstitusi yakni seorang 
negarawan. 
Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman tunggal yang 
tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun. 
Mahkamah Konstitusi hanya tunduk pada ketentuan konstitusi sebagai rule of the 
game dalam kehidupan ketatanegaraan.Perkara ketatanegaraan menuntut putusan 
yang cepat demi menjamin kepastian hukum. Meskipun demikian hakim 
konstitusi tidak boleh melupakan keadilan (keadilan substantif lalu keadilan 
prosedural)sebagai roh sebuah putusan pengadilan. Sekali hakim membaca 
putusan dan mengetok palu maka tertutuplah segala upaya hukum dan para pihak 













1. Hal-hal yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah 
Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita: 
a. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes yaitu berlaku 
secara menyeluruh di wilayah hukum Republik Indonesia. 
b. Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari 
sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk dijudicial review sudah 
tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain 
yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku. 
c. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi 
(Guardian of Constitution), sehingga jika perlu dalam putusannya 
mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi 
terwujudnya keadilan substantif. 
d. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk 
semua orang, berbeda dengan putusan  pengadilan lain yang bersifat 
perdata yang memang dalam hukum acaranya tidak memperkenankan 
adanya putusan hakim yang bersifat ultra petita. 
e. Petitum yang termuat dalam setiap permohonan yang mengatakan agar 
“hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya”, menjadi 
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landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita demi 
tercapainya keadilan. 
2. Upaya hukum lebih lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi baik yang 
bersifat ultra petita maupun yang tidak adalah final and binding artinya 
tidak ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh. Putusan 
Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat karena perkara yang 
diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat masalahnya harus 
segera dilaksanakan, tak bisa ditunda. Mahkamah Konstitusi memberikan 
pelayanan prima kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa harus menunda 
perkara atau berlama-lama menuntaskan sebuah perkara. Mengenai resiko 
putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat menurutnya 
putusan tersebut tetap dimungkinkan ada. Hal tersebut tak lepas dari fakta 
bahwa hakim konstitusi adalah manusia biasa namun putusan Mahkamah 
Konstitusi tetap final dan mengikat. Alasannya  adalah: 
a. Pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai 
hakim.  
b. Hukmul haakim yarfa’ul khilaaf. (putusan hakim menyelesaikan 
perbedaan) 
c. Tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.  
Sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum 
tetap karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan 
terakhir. Tidak diadakan upaya hukum lanjutan atas putusan hakim baik upaya 
hukum biasa maupun luar biasa. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat 
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mengikat, tak hanya para pihak (inter partes) namun seluruh warga negara 
Indonesia(erga omnes). Para tokoh yang menjadi arsitek kelahiran Mahkamah 
Konstitusi menginginkan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang 




1. Putusan Mahkamah Konstitusi baik termuat ultra petita di dalamnya atau 
tidak sebaiknya masyarakat atau pihak lain tidak perlu lagi menanggapi 
putusan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut secara berlebihan dan selalu 
bersifat kontra, dan menganggap ini adalah pelanggaran hukum acara. 
Terkadang guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya(Substantif) 
perlu adanya pengenyampingan terhadap aturan formal(struktural). Upaya 
yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang ultra petita 
bukan tanpa alasan yang jelas atau hanya sekedar mengetok  palu, 
melainkan untuk tegaknya konstitusi di negara ini. Undang-Undang No. 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya Pasal 45A telah di judicial review 
dan menyatakan isi pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat dengan jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-
IX/2011. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra petita jatuh karena 
beberapa alasan yang jelas dan matang seperti dikemukakan dalam bagian 
awal skripsi ini. Ultra petita bila perlu harus dipertahankan bahkan 
menjadi jurisprudensi di Mahkamah Kostitusi.  
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2. Mahkamah Konstitusi hendaknya mendorong dan mempertahankan 
kriteria keadilan substantif dalam pengambilan putusan terlebih lagi dalam 
putusan yang bersifat ultra petita. Hanya saja Mahkamah Konstitusi perlu 
memperjelas dan merinci parameter keadilan substantif itu, jika perlu 





I.P.M. Ranuhandoko. 2000. Terminologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 
I Dewa Gede Palguna. 2008. Mahkamah Konstitusi, Jucical Review, dan Welfare 
State. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi Republik. 
Jimly Asshiddiqie. 2005. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai 
Negara. Jakarta: Konpress. 
Jimly Asshiddiqie. 2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. 
Leonard W. Levy (ed). Penerjemah: Eni Purwaningsih,  2005. Judicial Review: 
Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi. 
Judul Asli: Judicial Review and the Supreme Court. Jakarta: Nuansa. 
Maruarar Siahaan. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi. 2006. Hukum Acara 
Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekjen MKRI. 
Sudikno Mertokusumo. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: 
Liberty. 
Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 
Jurnal Ilmiah 
Miftakhul Huda. Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal 
Konstitusi Volume 4 Nomor 3, September 2007. 
Denny Indrayana, Saldi Isra dll, (2005), Kepala Daerah Pilihan Hakim: 
Membongkar    Kontroversi Pilkada Depok, Harakatuna Publishing, 
Bandung. 
Rifqi S. Assegaf, (2006), Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU 
KY: Momentum Penguatan Gerakan Anti ”Mafia Peradilan”, makalah 
disampaikan dalam Diskusi Publik “Putusan MK Nomor 005/PUU-
IV/2006: Lonceng Kematian Gerakan Antikorupsi?, diadakan oleh Pusat 
75 
Studi Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan 
Indonesian Court Monitoring, di Universitas Gadjah Mada, 28 September 
2006, hal. 5. 
Denny Indrayana, (2006), Mahkamah Mafia Peradilan, dalam Kompas, Jakarta, 
hal.6. 
Saldi Isra, (2006), Hakim Konstitusi Juga Hakim, dalam Kompas, Jakarta, hal.6. 
Bivitri Susanti, (2006), Hakim atau Legislator: Menyoal..., hal. 5. 
Bahan Kuliah Hukum dan Konsitusi via Video Conference untuk Mahasiswa S3 
FH UNS, 1 April 2009 
 
Artikel Internet 
Mahfud Md, Mendudukkan Soal Ultra Petita, diakses dari 
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm 
Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva: MK, Polisi Konstitusi, diakses dari 
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInte
rnalLengkap&id=4779  
Kompas, MK Tetap Punya Kewenangan Ultra Petita, diakses dari 
http://nasional.kompas.com/read/2011/10/18/2241511/MK.Tetap.Punya.K
ewenangan.Ultra.Petita 
Mahfud Md, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional 
Warga Negara, diakses dari http://www.mahfudmd.com/public/makalah/ 
Makalah_21.pdf. 
Busyro Muqoddas,“Komisi Yudisial Nasibmu Kini” Majalah Figur edisi X/TH. 
2007 
Position paper ELSAM “Ketika Prinsip Kepastian Hukum Menghakimi 
Konstitusionalitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu 
(Pandangan kritis atas putusan MK dan implikasinya bagi penyelesaian 




Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 




Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
 
